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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHU'SUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 124 TANUN 2010 

TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PEJABAT 
PEMERINT AH PROVINSI DAERAH KHU'SUS IBUKOTA JAKARTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Nomor 67 Tahun 2003 
tentang Kewe iban Menyam  paikan  Laporan  Kelayaan Pen yo lon gger a  
Negara  (1KPN) bagi Para Pejabat di Lingkungan Pererinteh 

Propinsi Dae mah Khusus lbukota Jakarta dan Keptusan Gubernur 
Nomor 220 Tahun 200 tentang Pembentukan Kelorpok Keja 
(POKA) Pembantu Komisi Pemberantasan Korupsl di Provinei 
Daerah Khusus lbukota Jakarta telah ditetapkan Peja bat  Wallb 
yang menyampalkan Laporan Hata Kekayaan Penyelenggara 
Negara (LHKPN') dan Pembentukan Tim Pokja erbantu Komlsi 
Pemberantasan Korupei di Provinsl Daerah Khursus lbukota Jakarta; 

b. bahwa Keputusan Gubemur sebagaimana dimnaksud pada huruf a 
sudah tidak sesual lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini, 
sehinge perlu dilakukan penyempuraan; 

c. bahwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud peda 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Laporen Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LPN) Pe jp bat  
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

Menginget t, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi den 
Nepotismne; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 20 Tahun 2001; 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komis 
Pemberantasan Tindak Pidana Korpei; 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemnerintahan 
Daerah sebagaimane telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara 
Kesatuan Pepublik Indonesia; 

6. Peraturan Pemerintah Noror 30 Tahun 1980 tentang Peraturan 

Disiplin Pegawal Negen1 Sipill; 

7 P eraturan  Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Kelayaan Penyelenggara Nogar8; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tontang Tata Cara 
Pe la ksan a n  Peran  Serta  Mas  yarakat  dan  Pemberian  Pengharga.an  
dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindakx Pidana Korupsi; 

9. Peraturan Pemerintah Nmor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Daerah Nornor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daorah; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PEJABAT PEMERINTAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ; 

1, Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

2 Pemerintah Daerah adalah Gubornur dan Perangkat Daerah 
sebagal unsur penyolenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Guberur adalah Kepala Daereh Provinsi Daerah Khu9us Ibukota 
Jakarta. 

4. Pejabat Penyelenggara Negara adalah Pe]gbat emerintah 

Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta yang terdiri di Gubernur, 
Wakit Gubernur, ejabat Eselon I dan Eselon ll serta Drektur 

Utamna Badan Usaha Miik Daerah (8UMD) yang diwajibkan 
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 
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5. Harta Kekayaan adalah Harta benda yang dimiliki oleh Pejabat 
Penyolenggara Negara beserta istri dan anak yang masih monjadi 
tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, 
maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang 
dlperoleh sebelumn, selama dan setelah memangku jabatannrya 

6. Laporan Harta Kekayaan Penyelonggara Negara yang solanjutnya 
dislngkat LHKPN adalgh Daftar seluruh Harta Kokayaan 
Penyelenggora Negara yang dituangan dalam formullr LNKPN 
yang dtetapkan oleoh Komisi Pemberantasan Korpal. 

7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KpK 

adalah Komis/ Pomberantasan Korupsi PRepublik Indonesia 

8. Tm Pengurus LHKPN adalah Tim yang membantu kelancaran 
pelaksanaan penyolengaraan pengisian formulir LHKN Provinsi 

DKI Jakarta. 

Pengislan formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara 
bortujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyolengara Negara yang 
menaati ass-asas urum Penyelenggara Negara yang bebas dart 
praktlk korupsi, kolusl dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. 

BAB IIN 

PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA 

Pasal 3 

Pejabat Penyelengara Negara yang wajlb menyampalkan L4KPN 

adalah : 

a. Gubernur, 
b. Wakil Gubernur, 
c. Pejabat Eselon ; 
d. Pojabat Eselon It; 
e. Direktur Utama BUMD; dan 
f. Pejabat tertentu alas permintaan KPK 

BAB V 

TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN 

Pasal 4 

(1) Formulir LHKPN diserahkan kepada Pe]abat Penyelenggara Negara 
pada saat pelantikan jabalan dan pada saat mengakhiri masa 
jabatan dan/atau penslun. 

I 

I 

I 
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(2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Formulir LHKPN model KPKA yang dis oleh Pejabat 

Penyolenggara Negara yang untuk pertama kali melaporkan 
kekayaannya; atau 

b. Fonnulit LHKPN model KPKB yang disi oleh Pejabat 
Penyelenggara Negara yang; 

1. mengalami mutasi dan/atau promosl Jabatan; 
2. mengakhir jabatan dar/atau pensiun; dan 
3. Pejabat Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan 

KPK delam rangka pemeriksaan LHKPN 

(3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilsi 
oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jolas dan 
lengkap sesuai dengan petunjuk penglsian dengan dilampiri fotokapi 
akta/bukt/eurat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam 
rangkap_2 (dua), dengan 1 (satu) Formulir LHKPN asli disampaikan 
kepada Tim Pengurus LHKPN untuk disampaikan kopada KK dan 

(satu) fotokopi F onulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Perryelnggara 
Negara yang bersangkutan, 

(4) Formulir isian LHKPN asli beserta fotokxopi akta/bukti/sura kepemilikan 
harta kekayaan sebagaimnana dimaksud pads ayat (3) disampaikan 
kepada Sekretariat Tim Pengurus LHKPN paling lama 2 (dua) bulan 
setelah pelantikan jabatan atau pada saat mengakhiri masa jabatan 
dar/atau TMT penslun Pejabat Penyelenggara Negara yang 
bersangkutan. 

BAB V 

TIM PENGURUS LHKPN 

Pasal 5 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengurusan LHKPN dibentuk Tim 
Pengurus LHKPN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : 

Pengarah 

Ketua 

Wakil Ketua 
Sekretaris 

Wakil Sekretaris 

Sekretariat 

; Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
; Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DK] Jakarta 
: Inspektur Provinsi DK] Jakarta 
: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKL 

Jakarta 

: Kepala Bidang Pengendalan Kepegawaian Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi DK] Jakarta 

; 1. inspektur Pembantu Bidang Pererintahan 
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta 

2. Kepala Bidang Pengembangan Baden Ke pegawea ia n  
Daerah Provinsi DK! Jakarta 

3. Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum 
Setda Provinsi DK! Jakarta 

4. Kepala Subbidang Data Pegawal Bacdan Kepege waian 
D rah Provinsi DKI Jakarta 

5. Ke pa la  Subbidang Pengernbengan Karler Badan 
Kepega ian Daerah Provinsi DKI Jakarta 

: Kepala Subbidang Dleipiin Fegewai 
Daerah Provinsi DKI Jakarta 
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Pasal 6 

Sekretariat Tim Pengurus LHKPN berkedudukan pada 
epegawaian Dae rah  Provinsi  Deerah Khusus lbukota Jakarta. 

Pasal 7 

Tim Pengurs LHKPN sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 4 
mernpunyai tugas sebagai berikut; 

a. me""9" name-nama Pejabet Peryelengoara Negara yang 
wajib mengisi LHKPN; 

b. mengambi Formulir LHKPN dari KPK; 

c. menyampalkan formulir LHKPN kepada Pejabat Penyelenggara 
Negara pada saat polantkan jabatan dan pada saat mengakhiri mesa 
jabatan dan/atau TMT pensiun Pejabat Penyolenggara Negara yang 
bersangkutan; 

d. memontor dan membantu pengisian formulir LHKPN Pejabat 
Penyelenggara Negara; 

e. menyampaikan Formulit LHKN yang telah disi oleh Pejabat 
Penyelonggara Negara kepada KPK; 

f. membuat teguran tertulis kepada ejabat Penyelenggara Negara 
yang lalai menyorahkan isian forufir LHKPN; 

g. menerima dan mendistribusikan dokumen LHKPN yang siap 
diumurk.an dart KPK untuk diurnurnkan di papen pengurnuren 
Kantor Gubermur Provinsi DKI Jakarta; 

h. membanlu KPK dalam memberiken informesi dan data terkait 
dengan LHKPN, Gratifikasi, Pemberantasan Korupel dan untuk 
pengernbangan sent.a pemnbaharuan tata kelola pemeritahan yang 
balk; 

i. melaksanakan soslalisasi yang berkaitan tindak pidana korupel; dan 

j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur mela lui Sekretaris 
Daerah. 

BAB VI 

SANKSl 

Pasal 8 

Terhadap Pejabat Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan harta 
kekayaannya sebagaimana dimaksud delamn Pasal 4 ayat (3) dlkenakan 
sanisl sesuai ketentuan peraturan perundang-undan. 

BA8 VII 

PEMBLAYAAN 

Pssal 9 

Biaya yang dikeluark.an untuk kegiatan Tim Pengurus LHKPN 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APOD') 
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bedan Kopegawaian 
Daerah Provinsi DKI Jakarta 

' 

I 

l 

• 
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BAB WIN 

KETENTUAN PENUTUP 

asal 10 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur 
Nomor 67 Tahun 2003 tentang Kewaijlban Menyarnpaikan Laporan 
Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN) bagi Para Pejabat di 

Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dan 
Keputusan Gubemur Nomor 220 Tahun 2005 tentang Pembentukan 
Kelompok Kerja (POK.JA) Permbantu Komisi Pernberantasan Korupsi di 
Provins Daerah Khusus lbukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak 

berlakt. 

Pasal 11 

Poraturan Guberur ini mulal berlaku pada tan9gal diundangkan. 

Agar setiap orang mongetahuinys, mnemerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubermur ini dengan penempatannya dalamn Bertta Daerah 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Jani 2010 

VINSI DAERAH KHUSUS 
TA JAKARTA, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Jul1  2010 

SEKRETARIS DAEAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

MUHA YAT 

NIP 06001 2362 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

TAHUN 20I0 NOMOR 129 


